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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Minyak bumi umumnya diolah menjadi bahan bakar minyak, yang di 

Indonesia memiliki harga yang relatif tinggi. Kondisi ini mendorong terjadinya 

aktivitas pencurian minyak bumi yang berlokasi di dekat permukiman warga dan 

tidak mendapatkan pengawasan yang memadai (Aziz et al., 2015). Kegiatan 

penambangan minyak bumi tidak bisa lepas dengan adanya dampak pada 

lingkungan di sekitarnya. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah 

tumpahan minyak mentah. Minyak mentah dikategorikan sebagai Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) karena memiliki sifat toksik dan karsinogenik, 

sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem serta 

membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar area pencurian 

minyak bumi (Wardhani & Titah, 2021). Penjarahan ini mengakibatkan pipa 

saluran minyak bumi ini bocor sehingga minyak bumi tumpah ke lingkungan. 

Kebocoran pipa juga bisa terjadi karena tekanan berlebih dan korosi yang terjadi 

pada pipa, maka dari itu perawatan dan pengawasan terhadap pipa harus rutin 

dilakukan secara berkala (Aziz et al., 2015). 

Pipa merupakan teknologi dalam mengalirkan fluida seperti minyak, gas 

atau air dalam jumlah yang sangat besar dan jarak yang jauh melalui laut, bawah 

tanah dan daerah tertentu. Pipeline merupakan sarana transportasi diam yang 

berfungsi untuk mendistribusikan fluida baik dalam bentuk cairan maupun gas. 

Saluran pipa minyak dan gas melewati berbagai medan yang kompleks, 
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termasuk perairan laut, dataran rendah, lembah, serta jalur bawah tanah, 

sehingga dalam pengoperasiannya berpotensi menghadapi berbagai 

permasalahan teknis, seperti korosi, tekanan berlebih, retakan, atau bahkan 

kegagalan struktural. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus, 

mengingat dampak yang ditimbulkan dapat merugikan baik lingkungan maupun 

perusahaan. Meskipun pipa telah dirancang dengan standar keamanan yang 

tinggi, kemungkinan terjadinya kegagalan atau kebocoran tetap ada. Oleh karena 

itu, untuk meminimalkan risiko kerusakan dan kebocoran, diperlukan evaluasi 

berkala serta pemeliharaan yang optimal, yang berperan penting dalam menekan 

tingkat risiko operasional (Wibowo, 2015). 

Sebagai perusahaan besar yang memproduksi minyak bumi dan gas di 

Indonesia, PT Pertamina pastinya memiliki peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional. Seperti pada Kota Prabumulih, terdapat 2 Field atau area kerja 

milik PT Pertamina, yakni Prabumulih Field dan Limau Field. Hal ini tentu bisa 

membantu perekonomian di daerah tersebut melalui proses produksi minyak dan 

gas bumi. Pada PT Pertamina Limau Field, terdapat salah satu desa yang menjadi 

lokasi pengeboran minyak PT Pertamina yakni Desa Baru Rambang. Pada 

tanggal 6 Juli 2024 telah terjadi insiden lingkungan berupa kebocoran pipa di 

area sumur 238 milik PT Pertamina EP Limau Field di Desa Baru Rambang, 

kebocoran ini menyebabkan kerusakan lingkungan terutama tercemarnya lahan 

pertanian milik warga dan mengganggu aktivitas pertanian. Insiden lingkungan 

tersebut telah menimbulkan kerugian untuk para warga yang lahannya tercemar 

dan bahkan kerugian tersendiri bagi PT Pertamina. Sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pihak perusahaan, PT Pertamina memberikan biaya 
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kompensasi atas kebocoran pipa di area sumur 238 Desa Baru Rambang, 

perhitungan kompensasi ini dinilai dari tingkat kerusakan lahan yang tercemar 

dan faktor lainnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT Pertamina 

kepada warga yang terdampak kebocoran di Desa Baru Rambang. Selain itu, 

penulis juga memilih Desa Baru Rambang sebagai tempat penelitian 

dikarenakan Desa Baru Rambang sendiri merupakan salah satu lingkup wilayah 

kerja PT Pertamina EP Limau Field serta adanya hubungan yang baik antara 

kedua belah pihak, maka dari itu diperlukannya pengkajian lebih lanjut 

mengenai keabsahan proses ganti rugi yang berpedoman pada kebijakan yang 

berlaku.  

Tabel 1 Data Kebocoran Pipa Bulan Juli 2024 

Nama Pemilik 

Lahan 
Kerugian Lokasi Kebocoran Harga Negosiasi 

Lanhar 1 Pohon kelapa usia 2 

Tahun & 10 Pohon 

Sawit usia 3 Tahun 

Desa Baru Rambang, 

Kec. Rambang, Kab. 

Muara Enim, Sumur 

5A-238 

Rp 2.000.000 

(Pihak Pertamina) 

Rp 7.000.000 

(Pihak Terdampak) 

Sudarno 12 Pohon Karet usia 

4 Tahun 

Desa Lubuk Raman, 

Kec. Rambang Niru, 

Kab. Muara Enim, 

Sumur L5A-117 

Rp 2.100.000 

(Pihak Pertamina) 

Rp 4.000.000 

(Pihak Terdampak) 

Trisno Junaidi 7 Pohon Sawit usia 4 

Tahun 

Desa Sinar Rambang, 

Kec. RKT, Kota 

Prabumulih, Sumur 

L5A-226 

Rp. 4.000.000 

(Pihak Pertamina) 

Rp. 8.000.000 

(Pihak Terdampak) 

Sumber: Dokumen PT Pertamina EP Limau Field 
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Kegiatan pengeboran dalam upaya pencarian serta eksploitasi sumber daya 

minyak dan gas bumi, yang mencakup proses ekstraksi dan produksi, harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan guna meminimalisir 

risiko kecelakaan. Salah satu insiden yang pernah terjadi adalah kebocoran pipa 

pada sumur pengeboran lepas pantai YYA-1 yang dikelola oleh PT. Pertamina 

Hulu Energi di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Tumpahan minyak akibat 

kebocoran ini meluas dari perairan laut utara Karawang hingga Bekasi, bahkan 

mencapai Kepulauan Seribu, Jakarta, serta bergerak ke arah Selat Sunda. Insiden 

kebocoran ini pertama kali terdeteksi pada 12 Juni 2019, yang ditandai dengan 

munculnya gelembung gas. Fenomena tersebut disebabkan oleh anomali tekanan 

yang terjadi selama proses pengeboran ulang sumur. Sejak 17 Juli 2019 

tumpahan minyak meluas ke 11 desa di Karawang hingga Bekasi. Tumpahan 

minyak dapat berimbas langsung terhadap organisme yang meliputi dampak 

lethal (kematian), sublethal, plankton dan ikan migrasi. Sedangkan dampak 

langsung dari kegiatan perikanan di antaranya adalah tainting (bau lantung), 

budidaya dan ekosistem (Phady et al., 2019). 

Ketentuan mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 87 ayat (1) 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), 

yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau lingkungan, 

memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau melaksanakan tindakan 

tertentu (Suhaidi et al., 2024). Adapun aturan khusus yang berlaku perihal ganti 

rugi akibat kegiatan operasional perusahaan di provinsi Sumatera Selatan yakni 
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Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.40 Tahun 2017 tentang pedoman tarif 

nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, dan 

bangunan di atasnya, akibat operasi eksplorasi dan / atau eksploitasi Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya. 

Dampak dari insiden lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan 

dapat berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem serta membahayakan 

kesehatan manusia. Dalam konteks ini, mekanisme ganti rugi bertujuan untuk 

memulihkan kondisi lingkungan yang telah mengalami degradasi, memberikan 

kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat, serta mendorong 

perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang 

ditimbulkannya (Faza et al., 2024). 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan suatu upaya yang bersifat 

sistematis dan terpadu guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta 

mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Upaya ini mencakup 

berbagai aspek, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Pemerintah dan seluruh 

elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan, sehingga lingkungan tetap berperan sebagai 

penopang kehidupan bagi masyarakat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. 

Regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dimulai dari Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang kemudian digantikan oleh Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPLH 1997). Selanjutnya, UUPLH 1997 dicabut dan 

digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), yang 

mengalami perubahan sebagian melalui Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) (Muryati et al., 

2022). 

Dalam permasalahan kebocoran pipa ini, PT Pertamina EP Limau Field 

menerapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2017 sebagai 

landasan untuk menentukan nominal ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh kegiatan operasional mereka. Kebijakan ini mengatur tentang 

pedoman tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam 

tumbuh, dan bangunan di atasnya akibat operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta 

lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang telah penulis uraikan di 

atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

“Apakah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2017 sudah 

bersifat adaptif untuk mengatur proses ganti rugi dalam kasus kebocoran pipa 

PT Pertamina EP Limau Field?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan yang mengatur proses 

ganti rugi dalam kasus kebocoran pipa PT Pertamina telah memenuhi 

prinsip adaptif atau tidak 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Bagi Akademik 

1. Mendapatkan tambahan literatur yang berharga mengenai proses 

ganti rugi, terutama terkait kebijakan publik di Indonesia. 

2. Mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan 

publik dan proses administrasi yang terlibat dalam penyelesaian 

konflik antara perusahaan dan masyarakat. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Memberikan suatu ide, saran, serta masukan pada pelaksanaan 

proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT Pertamina Limau Field 

pada masyarakat yang terdampak kebocoran pipa 

1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami bagaimana proses ganti rugi yang 

dilakukan oleh PT Pertamina EP Limau Field berlandaskan 

kebijakan yang mengatur dan memahami kebijakan tersebut bersifat 

adaptif atau tidak terhadap kondisi lingkungan yang sekarang 
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